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Pandangan keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel, berpendapat 
bahwa pendidikan anak cukup dengan pendidikan di SLB.  Hal ini disebabkan 
faktor sibuknya orang tua karena kondisi ekonomi keluarga yang rendah. 
Permasalahan dalam penelitian ini ialah pertama, bagaimanakah peran keluarga 
terhadap anak difabel di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung? dan kedua, 
bagaiamana tinjauan hukum Islam mengenai peran keluarga terhadap anak 
difabel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran keluarga terhadap 
anak difabel di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, dan untuk mengetahui 
tinjauan hukum Islam mengenai peran keluarga terhadap anak difabel. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Data primer 
melalui wawancara dengan 6 keluarga yang berada di Kecamatan Sukabumi, yang 
kemudian dilengkapi dengan data sekunder. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif, pengolahan data melalui editing, coding dan rekontruksi 
data serta dengan metode berfikir induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa pertama, 
peran keluarga yang bertempat tinggal di Kecamatan Sukabumi dalam 
mengahadapi anak difabel, mereka yang berperan aktif, menyadari akan 
kewajiban orang tua terhadap anak, sedangkan yang tidak berperan aktif  mereka 
berdalih dalam mengasuh anaknya cukup menyekolahkan dan memenuhi 
kebutuhannya secara finansial. Hal itu terjadi karena faktor sibuknya orang tua 
yang sama-sama bekerja, kondisi ekonomi keluarga yang rendah dan juga karena 
kurangnya pengetahuan tentang kewajiban orang tua yang seharusnya diberikan 
oleh orang tua terhadap anak. Kenyataannya di lapangan bahwa anak difabel yang 
hanya memperoleh pendidikan di SLB, pada umumnya belum menunjukkan 
kemandirian yang diharapkan. Oleh karena itu, jika pendidikan anak hanya 
diberikan dengan disekolahkan di SLB, sangatlah kurang untuk dapat 
mengembangkan potensinya. Peran terbesar dalam mendidik anak khususnya anak 
difabel ialah peran orang tua, baik itu dalam bidang akademis, moral maupun 
spiritual. Kedua, ditinjau dari hukum Islam, bahwa kurangnya waktu orang tua 
bagi anak yang disebabkan karena faktor ekonomi dan minimnya pengetahuan 
tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Sebagaimana diketahui 
bahwa tugas orang tua khususnya seorang ibu ialah yang bertanggung jawab atas 
perkembangan anaknya yang ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 233. Selain 
itu, alasan lain dari salah satu ayah dari anak difabel, menganggap bahwa dirinya 
adalah sebagai kepala keluarga yang hanya bertugas mencari nafkah, bukan 
mengurus anak. Allah telah menjelaskan betapa pentingnya peran ayah dalam 
pendidikan anak. Ayah mempunyai tanggung jawab atas anak-anaknya baik itu 
dalam pendidikan moral maupun spritual. Sebagaimana yang dijelaskan dalam 
QS. Luqman ayat 13,16, 17, 18, 19, dan 20. Bagi orang tua yang sama-sama 
bekerja, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan musyawarah. Masing-masing 
mempunyai peran secara bersama dalam mengemban tugas dan amanah rumah 
tangga. Pengetahuan orang tua sangatlah diperlukan terutama bagi ibu sebagai 
pengasuh utama anak selain itu juga harus didukung oleh seorang ayah untuk 
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                      
         
Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
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A. Penegasan Judul 
Judul adalah gambaran dalam suatu karya, baik karya ilmiah maupun 
karya-karya tulis lainnya.Tujuannya adalah untuk mempertegas pokok 
bahasan, maka diperlukan penjelasan judul dengan makna atau definisi yang 
terkandung di dalamnya, dengan jelas judul skripsi ini adalah Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel (Studi 
Kasus Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung). Dengan judul tersebut 
maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 
1. Tinjauan 
Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 
pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan 
secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
1
 
2. Hukum Islam 
Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah 
yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim. Dalam kamus besar 
Bahasa Indonesia Hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum mengenai 
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Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cetakan 
Kedua Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.15.  
2
Abd Rahman Dahlan,Ushul Fiqh, Cetakan ketiga, (Jakarta: Amzah , 2014),  h.15. 
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3. Peran Keluarga 
Peran adalah sesuatu yang diharapkan secara normatif dari seorang 
dalam situasi sosial tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan. Peran 
dalam keluarga adalah tingkah laku spesifik yang diharapkan oleh seorang 
dalam konteks keluarga. Jadi, peranan keluarga menggambarkan 
seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan 
dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu.
3
 
4. Anak Difabel 
Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang 
belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga 
merupakan keturunan kedua, dimana kata anak merujuk pada lawan dari 
orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun 
mereka telah dewasa.
4
 Sedangkan difabel adalah istilah yang meliputi 
gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan 
adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu 
pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam 
melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi 
merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam 
situasi kehidupan. Jadi, anak difabel ialah seorang lelaki atau perempuan 
                                                             
3
 Jason Sukmadie, “Komunikasi Keluarga Antara Orang Tua dan Adik Terhadap Kakak 
Penyandang Autisme”, Jurnal E-Komunikasi Vol. 5 No. 1 Tahun 2017, (Surabaya: Universitas 
Kristen Petra, 2017), h. 3 (on-line) tersedia di: 
https://www.neliti.com/id/publications/186384/komunikasi-keluarga-antara-orang-tua-dan-adik-
terhadap-kakak-penyandang-autisme, diakses tanggal 12 mei 2020, dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah. 
4
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,  
Cetakan Kedua Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 56 
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yang belum dewasa yang memiliki gangguan, keterbatasan aktivitas, dan 
pembatasan partisipasi. 
Berdasarkan judul di atas dapat dirumuskan bahwa yang di maksud 
dengan judul keseluruhan, yaitu suatu proses perlindungan hukum  terhadap 
pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (difabel) ditinjau dari Hukum 
Islam (studi kasus Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung). 
B. Alasan Memilih Judul 
Alasan memilih judul dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 
1. Alasan objektif 
Pentingnya meneliti/menulis masalah yang akan diteliti terkait dengan 
judul skripsi ini, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang peran 
keluarga terhadap anak disabilitas dengan meneliti anggota keluarga yang 
berlokasi di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung ditinjau dari hukum 
Islam. 
2. Alasan Subjektif 
a. Judul yang penulis ajukan ini belum ada yang membahas, khususnya 
di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yaitu 
mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap 
Anak Difabel (Studi Kasus Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung). 
b. Adanya suatu kemudahan untuk memperoleh data, sesuai dengan 
keahlian yang dimiliki, dana yang memadai dan waktu yang tersedia. 
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c. Pokok bahasan proposal skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang 
peneliti pelajari di Fakultas Syari‟ah terutama jurusan Hukum 
Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah).  
C. Latar Belakang Masalah 
Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala 
keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam 
keadaan saling ketergantungan. Bahkan merupakan lingkungan sosial yang 
pertama dikenal oleh anak atau dapat dikatakan bahwa seorang anak itu 
mengenal kehidupan sosial pertama di dalam lingkungan keluarga.  
Anak adalah titipan dan amanah dari Allah SWT yang harus senantiasa 
kita jaga semata-mata untuk mendapatkan rahmat-Nya. Sebagaimana 
disebutkan dalam QS. at-Taghabun ayat 15: 
                         
           
Artinya:”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 
amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di 
sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
5
 
Anak adalah anugerah yang menyejukkan mata dan merupakan nikmat 
dari Allah swt. Setiap orang tua pasti menginginkan anak yang sholeh, 
sholehah taat pada Allah swt dan orang tua. Dibalik keceriaan sang anak, 
sesungguhnya dia membutuhkan perhatian dan bimbingan orang tua. Begitu 
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 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Mubni (al-Qur‟an dan Terjemahannya), 
(Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 402. 
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pula orang tua, segala yang terbaik ingin diberikan sebagai tanda cinta bagi 
sang buah hati, karena si buah hati bagai tak ternilai harganya. Keluarga 
merupakan forum pendidikan yang pertama dan utama dalam sejarah hidup 
sang anak yang menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter manusia 
itu sendiri. Untuk menciptakan karakter yang kuat dan jiwa baik pada anak 
didalam keluarga, diperlukan terciptanya suasana keluarga yang harmonis dan 
dinamis, hal tersebut dapat tercipta jika terbangun koordinasi dan komunikasi 
dua arah yang kuat antara orang tua dan anak.
6
  
Setiap anggota keluarga mempunyai perannya masing-masing. Peranan 
dari orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Peran 
Ayah sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, rasa aman, sebagai kepala 
keluarga, anggota masyarakat. Peran Ibu sebagai pengurus rumah tangga, 
pengasuh atau pendidik anak, pencari nafkah tambahan, anggota masyarakat. 
Peran anak sebagai peran psikososial sesuai tingkat perkembangan baik 
mental, fisik, sosial dan spiritual. Kemandirian adalah kemampuan untuk 
melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari sesuai dangan tahapan 
perkembangan dan kapasitasnya. Kemandirian seperti halnya psikologis yang 
lain, dapat berkembang dengan baik jika diberikan kesempatan untuk 
berkembang melalui latihan yang dilakukan secara terus-menerus dan 
dilakukan sejak dini. Hal ini berlaku bagi semua anak, baik yang memiliki 
keadaan fisik dan mental yang normal, maupun yang memiliki 
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keterbelakangan fisik dan atau mental atau yang disebut juga dengan istilah 
penyandang disabilitas. 
Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, 
intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan 




Anak berkebutuhan khusus hidup di masyarakat dengan jumlah yang 
tidak sedikit. Masyarakat tidak seyogyanya menutup mata mengenai 
keberadaan anak berkebutuhan khusus. Anak-anak ini membutuhkan 
stimulasi tumbuh kembang, penanganan khusus dari keluarga serta instansi 
sekolah, dan yang sangat penting adalah kebutuhan kasih sayang dan 
perhatian dari orangtua dan orang-orang dewasa di sekitarnya. 
Anak difabel atau yang dengan kata lain dapat disebut juga anak 
berkebutuhan khusus,  membutuhkan beberapa perhatian lebih dari anak 
normal biasa, seperti terapi khsusus, bagi orang tua mengikuti perkembangan 
anak, ikut mempelajari apa yang harus dilakukannya terhadap anak ABK dan 
lain sebagianya. Karena pada hakikatnya anak itu mempunyai hak dan 
kewajiban untuk mendapatkan pendidikan, orang tua sebagai pendidik utama 
dalam proses tumbuh kembang anak mempunyai peran yang sangat signifikan 
terhadap hal tersebut. Orang tua wajib untuk memberikan anak pendidikan, 
baik di dalam sekolah maupun dalam keluarga. Orang tua wajib untuk 
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memfasilitasi kebutuhan anaknya, terlebih lagi anak berkebutuhan khusus 
yang perlu perhatian yang sangat ekstra dalam proses belajar-mengajarnya. 
Tetapi bagaimana dengan keluarga yang berasal dari keluarga yang memiliki 
kondisi ekonomi lemah serta yang kedua orang tuanya sibuk bekerja mencari 
nafkah?  Sebagaimana yang terjadi pada salah satu keluarga yang berlokasi di 
Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, yang memiliki anak difabel dengan 
kondisi ekonomi keluarga menengah kebawah. Anak difabel tersebut hanya 
sekedar disekolahkan di Sekolah Luar Biasa yang berlokasi di Bandar 
Lampung. Kedua orang tuanya sama-sama bekerja dari pagi hingga sore 
begitu pun dengan ketiga kakaknya, sehingga anak itu tidak mendapat 
perhatian khusus yang seharusnya ia dapat sebagaimana anak difabel lain 
yang mendapatkan perhatian khusus, lebih dari anak normal lainnya. Dengan 
kondisi seperti ini, sedikit kemungkinan orang tua untuk melakukan hal-hal 
yang seharusnya dilakukan dengan memberi perhatian lebih di rumah dan 
bahkan terapi khusus untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). 
Hal inilah yang memotivasi penulis untuk membahas permasalahan 
dalam skripsi yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga 
Terhadap Anak Difabel (Studi Kasus Kecamatan Sukabumi, Bandar 
Lampung). 
D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah masyarakat 
Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung yang memiliki anggota keluarga anak 
difabel yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini. 
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E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa hal yang 
menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini yaitu 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana peran keluarga terhadap anak difabel di Kecamatan Sukabumi 
Bandar Lampung? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai peran keluarga terhadap anak 
difabel? 
F. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui peran keluarga terhadap anak difabel di Kecamatan 
Sukabumi Bandar Lampung. 
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai peran keluarga 
terhadap anak difabel. 
G.  Signifikasi Penelitian  
Kegunaan penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa 
penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun 
kegunaan praktis. 
1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi 
dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi 
bahan referensi ataupun bahan diskusi  bagi para mahasiswa Fakultas 
Syari‟ah, maupun  masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan khususnya berkaitan dengan fiqh Islam.  
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2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syari‟ah UIN 
Raden Intan Lampung.  
H. Metode Penelitian  
Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk 
memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan analisa data. Adapun 
dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Jenis dan sifat Penelitan 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 
dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakikatnya, 
penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik 
dan realita tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-
tengah kehidupan masyarakat.
8
yang bertujuan untuk mengumpulkan 
data dari lokasi atau lapangan.
9
 Dalam hal ini data maupun informasi 
bersumber dari Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung guna 
memperoleh data yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam 
tentang peran keluarga terhadap anak difabel. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan 
semua data yang ada di peroleh secara jelas dan terperinci, sekaligus  
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menganalisa penelitian yang ada untuk menjawab rumusan. Metode ini 
digunakan untuk melukiskan secara sistematis  fakta atau karakteristik 
populasi tertentu secara aktual dan cermat.
10
 
Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, secara 
terminologis penelitian kualitatif menurut Bagdam dan Taylor 
merupakan prosedur penelitian yang menghasilakan data deskriptif 




2. Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 
yaitu data yang tidak bebentuk angka.
12
 Metode kualitatif digunakan untuk 
mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. 
Makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti yang merupakan suatu 
nilai dibalik data yang tampak. Sesuai dengan jenis data yang digunakan 
penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah yakni data yang diperoleh secara 
langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam 
bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti. 
13
 Sumber data atau 
bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini yang harus 
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ditelaah, yakni hasil wawancara dengan keluarga yang memiliki anak 
difabel yang berlokasi di Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. 
b. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer 
berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pembahasan, 
data yang diperoleh dari pihak lain bukan diusahakan sendiri 
pengumpulannya.
14
Buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini 
seperti buku yang berjudul Pengantar Psikopedagogik Anak 
Berkelainan karya M. Efendi, Psikologi Anak Luar Biasa karya T.S. 
Soemantri dan lain-lain. 
c. Bahan Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi 
penjelasan terhadap bahan hukum yang primer dan sekunder, seperti 
kamus atau ensiklopedia.
15
 Diantaranya Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) karya Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 
Nasional. 
3. Populasi dan Sampel  
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian,16 yaitu seluruh 
masyarakat Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Sedangkan sampel 
adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.17 Sampel diperoleh 
                                                             
14
 Supranto, Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran (Jkaarta: Rineka Cipta, 2003) h. 
67 
15
Ibid, h. 68 
16
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2000), Cet. 7, h. 115 
17
Ibid., h. 117 
12 
 
dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan 
maksud dan tujuan penelitian dengan mengambil subyek yang didasarkan 
atas ciri-ciri atau sifat yang disinyalir, mempunyai hubungan dengan 
populasi yang sudah diketahui.18 Alasan menggunakan teknik ini ialah 
karena dekat dari kampus UIN Raden Intan Lampung, keterbatas waktu, 
dan data tersebut didapat dari informasi salah satu keluarga yang memiliki 
anggota keluarga anak difabel. Oleh karena itu, sampel dari penelitian ini 
adalah enam (6) orang masyarakat Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung 
yang memiliki anggota keluarga anak difabel.  
4. Metode Pengumpulan Data 
Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka peneliti 
menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Observasi 
Observasi  dilakukan dengan cara mengumpulkan data  langsung 
dari objek penelitian, tidak hanya terbatas pada pengamatan saja 
melainkan juga pencatatan dilakukan guna memperoleh data yang 
kongkrit dan jelas. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah non-partisipan, di mana peneliti  tidak turut  ambil bagian 
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Wawancara (interview) adalah cara yang digunakan untuk 
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.
19
 
Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti, Wawancara dapat digunakan 
dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat 
dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan telepon. 
Tipe wawancara yang digunaan adalah wawancara yang terarah 
dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk 
mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok 
permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun 
melakukan wawancara dengan keluarga yang memiliki anak difabel di 
Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. 
c.   Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
monumental dari seseorang.
20
 Metode ini digunakan untuk 
menghimpun atau memperoleh data, pelaksanaan metode ini dengan 
mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi 
maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum 
penelitian yaitu pada Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. 
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5. Teknik Pengolaan Data 
Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya dengan 
cara: 
a. Pemeriksaan data adalah mengorek siapakah data yang terkumpul 
sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai, atau relevan 
dengan masalah. 
b. Penandaan data adalah pemeriksaan catatan atau tanda yang 
menyatakan jenis sumber data (buku literatur, peraturan dalam ilmu 
hukum atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun 
penerbitan), atau urutan rumusan masalah (masalah yang pertama A 
masalah yang kedua B), dan seterusnya. 
c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, logis 
sehingga mudah difahami dan diinterpretasikan. 
6. Teknik Analisa Data 
Setelah data yang dikumpulkan selesai di edit, ditandai dan di 
ikhtisarkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil 
yang telah diperoleh.
21
 Metode analisa data yang dilakukan secara 
kualitatif, dalam metode ini berfikir induktif, yaitu berfikir dengan 
berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit yang 
khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum dan deduktif, 
yaitu analisa yang bertitik tolak dari suatu kaedah yang umum menuju 
suatu kaedah yang bersifat khusus. Dengan metode ini penulis dapat 
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menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul sehingga 
didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Pada analisa data 
penulis akan mengolah data yang dari hasil studi kepustakaan dan 
lapangan. Data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk 








A. Konsep Keluarga 
1. Definisi Peran Keluarga 
Peran merupakan suatu perilaku interpersonal, sifat dan kegiatan yang 
berhubungan dengan individu dalam posisi dan dalam satuan tertentu. 
Setiap anggota keluarga akan memiliki peran masing-masing di dalam 
keluarga tersebut. Ayah sebagai pemimpin, pencari nafkah, pendidik atau 
pengayom, dan pemberi rasa aman pada setiap anggota keluarga. Ibu 
sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh, pendidik anak-anak, pelindung 
keluarga. Selain itu, sebagai anggota masyarakat anak berperan sebagai 
pelaku psikososial sesuai dengan perkembangan fisik, mental, sosial dan 
spiritual.
22
 Peran keluarga sangat penting dalam tahap-tahap perawatan 
kesehatan yaitu mulai dari tahapan peningkatan kesehatan, pencegahan, 
pengobatan sampai, dengan tahap rehabilitasi.
23
 
Peran dalam anggota keluarga dijalankan untuk menjaga keseimbangan 
dalam keluarga yang akan dijalankan melalui peran formal maupun peran 
informal. Peran formal yang akan dijalankan oleh keluarga menentukan 
tercapainya keseimbangan dalam keluarga. Peran informal adalah peran 
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sebagai pemberi dorongan, peran dalam mempertahankan keharmonisan,
24
 
peran untuk kompromi, peran untuk memulai atau berkontribusi dalam 
menghadapi suatu masalah, peran sebagai pelopor, dan peran sebagai 
koordinator. Kekuatan keluarga menunjukkan kemampuan dalam sistem 
keluarga untuk dapat mengubah perilaku anggota keluarga.
25
 
Keluarga adalah bagian dari masyarakat yang perannya penting dalam 
membentuk kebudayaan yang sehat. Keluarga dijadikan sebagai unit 
pelayanan karena masalah kesehatan pada keluarga akan saling berkaitan 
dan akan saling mempengaruhi pada sesama anggota keluarga atau 
masyarakat sekitarnya.
26
 Friedman mengaklasifikasikan peran keluarga 
menjadi 2, yaitu peran formal dan informal yang meliputi: 
a. Peran formal 
Peran formal terdiri atas dua bagian yaitu peran parental dan peran 
perkawinan. 
1) Peran parental 
a) Peran sebagai provider (penyedia) 
Peran ini merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan 
dimiliki keluarga dalam menyediakan fasilitas tempat tinggal, 
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tempat belajar, menyediakan obat, dan menyediakan kebutuhan 
keluarga. 
b) Peran sebagai pengatur rumah tangga 
Peran ini merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan 
dimiliki keluarga dalam mengatur rumah tangga. 
c) Peran perawatan anak 
Peran ini merupakan tingkah laku yang diharapkan dimiliki 
keluarga untuk melaksanakan proses atau melaksanakan 
pemeliharaan kesehatan anak dalam keadaan sakit maupun sehat. 
d) Peran sosialisasi anak 
Peran ini merupakan tingkah laku yang diharapkan dimiliki 
keluarga untuk melaksanakan perannya dalam mengajarkan anak 
bersosialisasi kepada teman, lingkungan sekitar dan masyarakat. 
e) Peran persaudaraan 
Peran ini merupakan tingkah laku yang dimiliki keluarga untuk 
memelihara keeeratan dari masing-masing anggota keluarga. 
f) Peran terapeutik 
Peran ini merupakan tingkah laku yang diharapkan dimiliki 
keluarga untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. 
2) Peran perkawinan 
19 
 
Peran perkawinan merupakan kebutuhan bagi pasangan untuk 
memelihara suatu hubungan perkawinan yang kokoh. Anak-anak 




b. Peran informal 
1) Inisiator contributor 
Inisiator contributor yaitu mengemukakan dan mengajukan ide-ide 
baru atau cara-cara yang dapat mengingat masalah atau tujuan-tujuan. 
Peran ini sebagai suatu “penggerak” atau peran yang dicirikan sebagai 
suatu tindakan. 
2) Peran pendamai (Compomiser) 
Peran pendamai adalah merupakan suatu peran yang dapat mengambil 
hati seseorang dan selalu mencoba menyenangkan perasaan orang 
disekitarnya, tidak pernah tidak setuju dan berbicara atas nama kedua 
belah pihak. 
3) Perawat keluarga 
Perawat keluarga yaitu anggota yang diperlukan untuk mengasuh dan 
merawat anggota lainnya yang membutuhkan. 
4) Koordinator keluarga 
Koordinator keluarga yaitu peran yang dapat mengatur dan 
merencanakan aktivitas keluarga, dengan demikian meningkatkan 
kohesivitas dan melawan perpecahan yang ada di dalam keluarga.
28
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Masing-masing anggota keluarga memiliki peran dan tugas dalam 
perkembangan yang harus dicapai agar tercapainya kepuasan selama pada 
tahap perkembangan serta mampu berkembang secara sukses pada tahap 
berikutnya. Setiap melaksanakan tahap perkembangan, keluarga memiliki 
tugas perkembangan atau harapan peran tertentu. Tugas perkembangan 
keluarga lebih cenderung dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab yang 
harus dicapai oleh keluarga pada setiap tahap perkembangan keluarga 
sehingga keluarga dapat memenuhi kebutuhan biologis, penekanan budaya 
keluarga dan aspirasi nilai keluarga itu sendiri.
29
 
Menurut Friedman, tugas perkembangan di dalam keluarga merupakan 
suatu tahapan perkembangan yang harus dicapai oleh setiap keluarga agar 
mendapatkan kepuasan selama tahap perkembangan dan mampu berkembang 
secara sukses pada tahap selanjutnya. Setiap tahap perkembangan keluarga 
memiliki tugas perkembangan atau harapan peran tertentu. Tugas 
perkembangan keluarga akan lebih cenderung dalam menumbuhkan rasa 
tanggung jawab yang harus keluarga capai pada setiap tahap perkembangan 
keluarga sehingga, keluarga dapat memenuhi kebutuhan biologis, penekanan 
budaya keluaga dan nilai keluarga.
30
 
Tugas perkembangan keluarga akan timbul ketika keluarga sebagai unit 
yang berjuang keras untuk dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan pada 
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2. Perkembangan Pemahaman Diri Anak Usia Sekolah 
Pada usia sekolah dasar, pemahaman diri atau konsep anak mengalami 
perubahan yang sangat pesat. Menurut Santrock,
32
 perubahan-perubahan ini 
dapat dilihat sekurang-kurangnya meliputi tiga karateristik pemahaman diri 
yaitu, karakteristik internal, karakteristik aspek-aspek sosial dan 
karakteristik perbandingan sosial. 
a. Karakteristik internal 
Anak usia sekolah dasar lebih memahami dirinya melalui karakteristik 
internal dari pada melalui karakterisktik eksternal. Anak-anak pada masa 
pertengahan dan akhir lebih cendrung mendefinisikan dirinya melalui 
keadaan-keadaan dalam yang subjektif dari pada melalui keadaan-
keadaan luar. 
b. Karakteristik aspek-aspek sosial 
Selama tahun-tahun sekolah dasar, aspek-aspek sosial dari pemahaman 
dirinya juga akan meningkat. 
c. Karakteristik perbandingan sosial 
Pemahaman diri anak-anak usia sekolah dasar juga mengacu pada 
perkembangan sosial. Pada tahap perkembangan ini, anak-anak 








cenderung membedakan diri mereka dengan orang lain secara komparatif 
dari pada secara absolut. 
3. Fungsi Keluarga 
Secara umum fungsi keluarga dibagi dalam beberapa tahapan antara lain: 
a. Fungsi afektif (the affective function) 
Merupakan fungsi keluarga yang utama untuk mnegajarkan dalam segala 
sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga yang akan berhbungan 
dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan dan 
psikososial anggota keluarga. 
b. Fungsi Sosialisasi (socialization and social placement function) 
Keluarga akan memfasilitasi sosialisasi primer anak yang akan bertujuan 
untuk menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang produktif. 
c. Fungsi Reproduksi (the reproductive function) 
Keluarga akan mempertahankan kontinuitas selama beberapa generasi 
dan untuk keberlangsungan dalam hidup bermasyarakat. 
d. Fungsi Ekonomi (the economic function) 
Keluarga akan menyediakan sumber ekonomi yang cukup dan alokasi 
yang efektif. 
e. Fungsi Perawatan Kesehatan (the health care function) 
Keluarga akan memberikan kebutuhan fisik yaitu berupa makanan, 
pakaian, tempat tinggal dan perawatan kesehatan keluarga. 
4. Peran Orang Tua Dalam Perkembangan Anak 
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Peran orang tua dibutuhkan bagi anak dalam memperkembangkan 
keseluruhan pada dirinya, selain itu juga akan bergantung pada fase 
perkembangannya. Pada fase ini dimana anak akan bergantung sepenuhnya 
pada orang lain yang paling utama dan pertama yang aka bertanggungjawab 
adalah orang tua sendiri. Orang tua bertanggungjawab memperkembangkan 
keseluruhan dari eksistensi anak tersebut. Tanggung jawab orang tua kepada 
anak ialah memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak baik dari sudut organisasi-
psikologi antara lain makan, kebutuhan psikis seperti; kebutuhan akan 
perkembangan intelektual melalui pendidikan, kebutuhan akan rasa dikasisi, 




Anak diharapkan dapat tumbuh dan berkembang ke arah suatu 
gambaran kepribadian yang harmonis dan matang, serta akan berkembang 
tanpa gangguan-gangguan dan penyakit hingga menjadi anak yang sehat, 
ideal sesuai dengan umurnya. Adapun dilihat dari segi intelektualnya anak 
akan mencapai prestasi secara optimal sesuai dengan potensi-potensi, 
sehingga tidak akan mengalami hambatan dalam pelajaran, seta dilihat dari 
karakter logisnya anak akan memperlihatnkan aspek-aspek tingkah laku 
yang baik, dapat mengadakan hubungan-hubungan interpersonal dengan 
adekuat dan tidak mengalami ketegasan psikis. Pengasuhan, perawatan, 
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gan%20anak&f=false (diakses pada tanggal 23 Mei 2020, pukul 15.00 WIB).  
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sikap dan perlkuan orang tua terhadap anak terhadap anak hendaknya 
memperhitungkan keadaan anak. Orang tua dapat membantu memberikan 




Keluarga dengan anak usia sekolah merupakan salah satu tahap yang 
harus dilalui dan merupakan masa-masa yang sangat sibuk agi orang tuanya 
dan banyak kegiatan yang akan dilakukan oleh anak. Pada tahap ini tugas 
perkembangan keluarga yaitu: 
a. Mensosialisasikan anak dengan lingkungannya, termasuk keberhasilan 
dalam elajar dan kebutuhan dengan teman sebayanya; 
b. Mempertahankan hubungan perkawinan yang harmonis; 
c. Memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarga (seperti kebutuhan 
pakaian, makan dan minum serta tempat tinggal); 
d. Mendorong anak untuk mencapai pengembangan daya intelektual; 
e. Menyediakan aktivitas untuk anak.35 
5. Peran Keluarga Anak Difabel 
Penyakit serius atau difabel dalam jangka panjang dalam satu anggota 
keluarga akan mempengaruhi keluarga dan fungsinya, sebagaimana perilaku 
keluarga dan anggota keluarga akan mempengaruhi terhadap perjalanan dan 
karakteristik penyakit atau disabilitas. Keluarga yang terlambat dalam 
memenuhi tugas perkembangan akan terdapat interaksi antara tuntutan atau 
stressor perkembangan dan stressor situasional dalam keluarga secara 




 Friedman, Keperawatan Keluarga,  (Jakarta: EGC,1998), h. 24. 
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Hal yang perlu dilakukan dalam membantu orang tua menangani anak 
difabel adalah bahwa mereka adalah individu yang berbeda-beda dan harus 




B. Peran Keluarga Terhadap Anak Dalam Islam   
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Demikianlah firman 
Allah dalam dalam surat al-Kahfi ayat 46.  
                          
           
Artinya:“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-
amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi 
Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”
38
 
Memang, anak adalah nikmat dan karunia dari Allah Swt yang tiada 
terhingga nilainya. Setelah menikah, mayoritas manusia mendambakan seorang 
anak. Jika tidak diperoleh juga mereka akan berusaha untuk bisa berketurunan 
atau  mengangkat anak (adopsi). Anak adalah amanat dari Allah SWT yang 
harus dipelihara dan diarahkan ke jalan yang diridhai oleh Allah lantaran 
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 Friedman, Keperawatan Keluarga: Riset Teori dan Praktik, Edisi 5, (Jakarta: 
EGC,2010), h. 67. 
37
 Dukes dan Smith, Cara Menangani Anak Berkebutuhan Khusus: Pendidikan Khusus 
Panduan Guru dan Orang Tua, (Jakarta: Indeks, 2009), h. 78. 
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manusia diciptakan untuk mengabdi (beribadah) kepadanya-Nya. Sebagaimana 
dijelaskan dalam QS. Az-Zariyat ayat 56: 
                 




sejalan dengan ini, orang tua memiliki kewajiban-kewajiban terhadap anak, 
di antaranya:  
1. Air susu ibu 
Ibu adalah nafkah yang harus diberikan ayah kepada anaknya. Maksudnya 
seorang ayah diharuskan oleh agama untuk menyediakan orang yang dapat 
menyusui anaknya. Ia harus membayar orang untuk menyusui anaknya 
apabila isterinya tidak mau menyusuinya. Sedangkan seorang ibu 
diperintahkan untuk menyusui anaknya secara transendental (antara dirinya 
dengan Tuhannya), bukan secara formal perundang-undangan. Kecuali 
apabila anaknya sama sekali tidak dapat lepas dari air susu ibunya, atau 
tidak ada wanita lain yang dapat menyusuinya, atau tidak mau menyusui 
kepada wanita lain selain ibunya.
40
 
2. Pengasuhan  
Pengasuhan ialah mendidik anak dan mengurus segala keperluan oleh orang 
yang diperintahkan secara resmi untuk mengasuhnya. Ibu adalah orang 
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pertama yang bertanggungjawab untuk mengasuh anaknya yang masih 
kecil, sepanjang dia belum menikah dengan orang lain.
41
 
3. Memberikan Kasih Sayang dan Perlindungan  
Sikap keibuan dan kebapakan adalah dua kasih sayang yang tinggi 
nilainnya dan bersumber dari kedua orang tua yang harus diberikan kepada 
buah hati mereka, di samping harus mengemban kesulitan dan pengorbanan.  
Orang tua harus menutup kekerasannya dengan sampul kasih sayang 
dan kelembutan. Kekerasan yang belas kasih dan kasih sayang yang keras 
merupakan asas pendidikan rumah yang hendaknya dijadikan sandaran oleh 
pemimpin keluarga. Dengan kasih sayang, pertumbuhan kepribadian anak 
menjadi sempurna dan dapat melaksanakan risalahnya dalam kehidupan 
dengan sabaik mungkin. Ibu melaksanakan peran yang besar bagi anaknya 
sejak janin di alam rahim, hamil dan melahirkan.  
Kasih sayang orang tua terhadap anak harus dengan kadar yang masuk 
akal dan bijka, yakni kasih sayang yang disertai dengan hikmah dan cita 
yang bercampur kekerasan, tidak berlebihan dan tidak lalai, tidak 
membiarkan anal bermain semaunya dan bergaul dengan orang yang 
diinginkan tanpa ada pengawasan. Hal ini lantaran anak kecil apabila tidak 
mendapat kasih sayang ia akan menyimpang dan jika diberikan kasih 











4. Memberi Nama yang Baik dan Bermakna  
Di antara kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberi nama 
yang baik dan bermakna serta memperlakukannya dengan baik pula. Nama 
yaang baik perlu diberikan kepada anak karena ia merupakan doa di 




Adapun di antara nama-nama yang baik adalah yang sesuai dengan 
tuntutan syariat dan memiliki arti mulia, seperti nama-nama para nabi dan 
yang mempunyai arti kehambaan, seperti Abdullah, Abdurrahman, dan 
sebagainnya. Sebagaimana dalam hadis nabi: 
َِن  َاِئُكمم ِإََل اهلِل َوَعبمُد الرَّْحم  إنَّ َأَحبَّ َأْسم
Artinya:”Sesungguhnya nama-nama yang paling disukai Allah ialah 
Abdullah dan Abdurrahman.”(HR. Muslim)
44
 
5. Memberikan Pendidikan yang Baik 
Pendidikan anak adalah kewajiban orang tua, dimana keluarga adalah 
lingkungan yang paling awal dan sangat mempengaruhi perkembangan 
seorang anak. Oleh sebab itu, keluarga yang harmonis, sakinah dan didasari 
nilai-nilai agama harus benar-benar diciptakan dan diusahakan sebaik 
mungkin.  
Adapun tahapan pendidikan anak hendaknya dimulai sejak anak dalam 
kandungan atau disebut dengan pendidikan sebalum lahir (pranatal). Hal ini 




 Hadis Riwayat Muslim No. 2132  
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penting karena adanya jalinan kasih antara ibu dengan anaknya yang masih 
dalam rahim. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw.: 
ٌل َعنم َرِعيَِّتِو, فَاإِلَماُم الَِّذى َعَلى النَّ  ئُ وم ِس رَاٍع َوُىَو اَأاَل ُكلُُّكمم رَاٍع, وَُكلُُّكمم َمسم
ٌل َعنم َرِعيَِّتِو, َولمَمرمأَُة  ئُ وم ِل بَ يمِتِو َوُىَو َمسم ٌل َعنم َرِعيَِّتِو, َوالرَُّجُل رَاٍع َعلَى أَىم ئُ وم رَاِعَيٌة َمسم
, َوَعبمُد الرَُّجِل رَاٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه  ُهمم ٌل َعن م ئُ وم ِل بَ يمِت َزومِجَها َوَوَلِدِه َوِىَي َمسم َعَلى أَىم
ٌل َعنم َرِعيَِّتِو. ئُ وم ٌل َعنمُو, َأالَ َفُكلُُّكمم رَاٍع وَُكلُُّكمم َمسم ئُ وم  َوُىَو َمسم
Artinya:”Ingatlah setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu 
bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam yang 
memimpin orang banyak adalah pemimpin, dan dia bertanggung 
jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin 
atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang 
dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin di rumah suaminya 
dan anaknya, dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya. Budak 
(pembantu) seorang adalah pemimpin atas harta majikannya, dan 
dia bertanggung jawab atasnya. Ingatlah, setiap kamu adalah 
pemimpin, dan setiap kamu bertanggung jawab atas apa yang 




Selain itu, dalam hadis lain disebutkan: 
 “Ajarkanlah anakmu, karena engkau akan dipertanyakan tentang dirinya, 
apa yang engkau didikan kepadanya? Apa yang engkau ajarkan 
kepadanya? Dan sebaliknya ia juga akan dipertanyakan tentang baktinya 
kepadamu serta ketaatannya kepadamu”
46
 
6. Memperlakukan Anak dengan Adil 
                                                             
45
Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar as-
Shabu, t.t) h. 139. 
46
Abdul Mun‟im Ibrahim, Mendidik Anak Perempuan, penerjemah Abdul Hayyie al-
Kattani, Mujiburrahman Subadi, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 12. 
30 
 
Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu, ia juga berkewajiban 
untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya itu. Orang tua tidak boleh 
membedakan yang satu dengan yang lain, yang laki-laki dengan wanita, 




Sikap adil ini bukan berarti memberikannya porsi yang sama, tetapi 
menempatkan anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Sikap ini perlu 
diperhatikan sebab ketidak adilan akan menjadikan sebagian anak merasa 
diabaikan yang dikhawatirkan kelak tidak memilih rasa hormat dan kasih 
sayang terhadap orang tua. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah: 8 
...                      ..  
Artinya: ”...Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena 
adil itu lebih dekat kepada takwa...”
48
 
Dalam hadis Rasulullah saw: 
َ َأومالَدُِكمم  ِدُلوما بَ ْيم ُقوما اهلَل, َواعم  الت َّ
Artinya:“Bertaqwalah kamu kepada Allah, dan berlaku adillah kamu di 
antara anak-anakmu”.(HR. Muslim). 
Dalam suatu riwayat lain disebutkan bahwa Fatimah Al-Anbariyah 
pernah ditanya: “Anakmu yang mana yang paling engkau sukai? Jawab 
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Fatimah: mereka bagaikan halaqah (tempat) yang dikosongkan tidak 
diketahui mana ujungnya. Maksudnya dari jawaban Fatimah ini adalah 
bahwa anaknya sama-sama dicintai dan tidak ada yang dibeda-bedakan. 
 
C. Konsep Difabel 
1. Pengertian Difabel 
Di Indonesia istilah bagi orang yang memiliki keterbatasan mental dan 
atau fisik biasa disebut dengan difabel, penyandang disabilitas atau juga 
bagi anak-anak biasa disebut sebagai anak berkebutuhan khusus (ABK). 
Kata  difabel pada awalnya marak digunakan oleh para aktivis isu disabilitas 
di daerah Yogyakarta dan Jawa. Difabel merupakan gabungan dari dua kata 
yaitu differently able atau dapat juga different ability. Maksud dari istilah 
tersebut ialah untuk menunjukkan bahwa difabel itu bukan cacat atau 
kekurangan, tetapi melakukan ssuatu dengan cara yang berbeda. Jadi, 
konotasinya lebih positif dibandingkan kata cacat atau disabled. 
Sedangkan istilah penyandang disabilitas muncul menjelangratifikasi 
Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UN Convention 
on The Rights of Person With Disability). Menjadi serapan dari Person With 
Disability (PWD), dipakailah kata penyandang disabilitas untuk 
menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di UU No. 19 
Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With 
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) 
32 
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
49
 penyandang diartikan 
dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas 
merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa 
Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau 
ketidakmampuan. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat 
yang beragam, di antaranya penyandang disabilitas yang mengalami 
disabilitas fisik, disabilitas mental, maupun gabungan dari disabilitas fisik 
dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian 
Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, 
Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan 




Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik  
dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan 
hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya.
51
 Dalam Undang-
Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak 
Penyandang Disabilitas pada pokok-pokok isi konvensi bagian pembukaan 
pada angka 1 dijelaskan pengertian penyandang disabilitas sebagai orang 
yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam 
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap 
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masyarakatnya  dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk 
berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
52
 
Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan 
konvensi hak-hak penyandang disabilitas pada pokok-pokok isi konvensi 
bagian pembukaan pada angka 1 dijelaskan pengertian penyandang 
disabilitas sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, 
intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi 
dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya  dapat menemui hambatan 




Masyarakat mengenal istilah disabilitas sebagai seorang yang  
menyandang cacat. Inilah yang secara kasat yang membuat kita mengartikan 
penyandang disabilitas sebagai individu yang kehilangan anggota atau 
struktur tubuh seperti kaki/tangan, lumpuh, buta, tuli, dan sebagainya. 
Dengan demikian disabilitas diidentikkan dengan kecacatan, hal inilah yang 
menyebabkan undercoverage, sehingga pendataan disabilitas yang mengacu 
pada konsep kecacatan akan menghasilkan data yang underestimate.
54
 
Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami  
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka 
waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami 
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hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif 
dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
55
 
UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan 
perbedaannya dengan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat di 
antaranya pada istilah yang digunakan, dari kata “penyandang cacat” diganti 
“penyandang disabilitas”.  Alasan diubahnya istilah tersebut ialah bahwa 
UU No. 4 Tahun 1997 sudah  tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan 
penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang 
baru
56
, yaitu UU No. 8 Tahun 2016. 
 Adapun pengertian disabilitas yang dikemukakan oleh Disabled 
People‟s International (DPI) adalah hilangnya atau terbatasnya kesempatan 
untuk mengambil bagian dalam kehidupan normal didalam masyarakat dan 
tingkat yang sama dengan yang lain dikarenakan halangan fisik dan sosial.
57
 
Anak berkebutuhan khusus (ABK) diartikan sebagai anak dengan 
karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu 
menunjukkan pada kemampuan mental, emosi, atau  fisik. Hal ini juga telah 
ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional terutama pasal 5 ayat (2), bahwa warga Negara yang 
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Terdapat perbedaan konseptual antara kata difabel dengan penyandang 
disabilitas. Difabel mengacu pada diri subjek yang memiliki kemampuan 
berbeda dibanding orang lain pada umumnya. Sedangkan kata penyandang 
disabilitas mengacu pada lingkungan di luar si subjek yang disabilitas. 
Ketika lingkungan di sekitas sudah akomodatif dan si subjek dapat 
melakukan kegiatan sehari-hari tanpa halangan lagi, maka dia akan menjadi 
person yang seutuhnya tanpa sebutan disabilitas lagi.  
2. Jenis-Jenis Difabel 
Dalam membahas menganai difabel, tidak hanya berpacu pada  
keterbatasan fisik seperti orang dengan pengguna kursi roda saja, namun ada 
jenis lain yang termasuk pada difabel atau disabilitas. Dalam istilah umum, 
disable world memberikan delapan kategori disabilitas, di antaranya adalah 
hambatan gerak dan gerik, disabilitas tulang belakang, disabilitas cedera 
kepala-otak, disabilitas penglihatan, disabilitas pendengaran, disabilitas 
kognitif atau belajar, gangguan psikologis dan disabilitas tak terlihat.
59
 
Kaum difabel menghadapi kesulitan yang lebih besar  dibandingkan 
dengan masyarakat pada umumnya, sebab mereka memiliki hambatan 
dalam mengakses layanan umum, seperti akses transportasi, bangunan, 
pekerjaan, dan pendidikan. Beberapa contoh tersebut merupakan hambatan 
dalam kehidupan sehari-hari kaum difabel. Kondisi tersebut tidaklah 
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Difabel atau bisa juga disebut sebagai penyandang cacat menurut 
Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Pasal 1  terdiri dari penyandang cacat 
fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik serta mental.
61
 
Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi 
tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan 
bicara. cacat mental adalah kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik 
cacat bawaan maupun akibat dari penyakit. Cacat fisik dan mental adalah 
keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.
62
 
Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 4 tentang  
penyandang disabilitas terdiri 4 ragam yaitu penyandang disabilitas fisik, 
penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan atau 
disabilitas sensorik. Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka 
waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “penyandang 
disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain: amputasi, 
lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, 
akibat kusta, dan orang kecil. Yang dimaksud dengan ”penyandang 
disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat 
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kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita 
dan down syndrom. Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas 
mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: 
a. Psikososial di antaranya: skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan 
gangguan kepribadian 
b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi  
sosial di antaranya autis dan hiperaktif.  
 Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi 
dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau 
disabilitas wicara. Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda 
atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih 
ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-
tuli. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka 
waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.   Menurut 




a. Penyandang cacat tubuh yang tergolong bagian D (SLB D) ialah 
seseorang yang menderita cacat polio atau lainnya. Sehingga mengalami 
ketidaknormalan dalam fungsi tulang, otot-otot atau koordinasi fungsi 
otot-otot. Akan tetapi pada umumnya mereka mempunyai kemampuan 
kecerdasaan yang normal. 
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b. Penyandang cacat tubuh yang tergolong bagian (SLB DI) ialah seseorang 
yang menderita cacat semenjak lahir akibat kerusakan otak seperti 
penderita cerebral palsy yang mengakibatkan tidak berfungsinya tulang, 
otot, sendi dan syaraf-syaraf sehingga terjadi kelumpuhan, kekakuan dan 
kurangnya koordinasi motorik. Akibat adanya gangguan pada otak, maka 




Sedangkan menurut Rita Pranawati Komisioner KPAI dalam dialog 
interaktif Peningkatan Peran serta Anak dalam Pembangunan Biro Bina 
Sosial Setda menjelaskan mengenai Perlindungan Anak berkebutuhan 
khusus terdapat beberapa jenis yaitu: 
a. Anak disabilitas penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan 
daya  penglihatan berupa kebutaan menyeluruh (total) atau sebagian  
b. Anak disabilitas pendengaran adalah anak yang mengalami gangguan 
pendengaran, baik sebagai ataupun menyeluruh, dan biasanya memiliki 
hambatan dalam berbahasa dan berbicara  
c. Anak disabilitas intelektual adalah anak yang memiliki inteligensia yang 
signifikan berada dibawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan 
ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku, yang muncul dalam masa 
perkembangan  





d. Anak disabilitas fisik adalah anak yang mengalami gangguan gerak 
akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota badan, kelainan bentuk dan 
fungsi tubuh, atau anggota gerak  
e. Anak disabilitas sosial adalah anak yang memiliki hambatan atau 
masalah dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, serta berperilaku 
menyimpang  
f. Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH) 
atau attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) adalah anak yang 
mengalami gangguan perkembangan, yang ditandai dengan sekumpulan 
masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi atau 
perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan 
berperilaku, berfikir, dan mengendalikan emosi.
65
 
g. Anak dengan gangguan spektrum autisma atau autism spectrum disorders 
(ASD) adalah anak yang mengalami gangguan dalam tiga area dengan 
tingkatan berbeda-beda, yaitu kemampuan komunikasi dan interaksi 
sosial, serta pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotipi  
h. Anak dengan gangguan ganda adalah anak yang memiliki dua atau lebih 
gangguan sehingga diperlukan pendamping, layanan, pendidikan khusus, 
dan alat bantu belajar yang khusus  
i. Anak lamban belajar atau slow learner adalah anak yang memiliki 
potensi intelektual sedikit dibawah rata-rata tetapi belum termasuk 





gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk 
dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik  
j. Anak dengan kesulitan belajar khusus atau specific learning disabilities 
adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu 
atau lebih proses psikologis dasar berupa ketidakmampuan mendengar, 
berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja dan berhitung  
k. Anak dengan gangguan kemampuan komunikasi adalah anak yang 
mengalami penyimpangan dalam bidang perkembangan bahasa 
wicara,suara, irama, dan kelancaran dari usia rata-rata yang di sebabkan 
oleh faktor fisik, psikologis dan lingkungan, baik reseptif maupun 
ekspresif  
l. Anak dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa adalah anak 
yang memiliki skor inteligensi yang tinggi (gifted), atau mereka yang 




3. Hak-Hak Difabel 
Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak 
adalah (1) yang benar, (2) milik kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan 
untuk berbuat sesuatu, (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk 
menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat.
67
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tersebut mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu 
seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang 




 Poerwardarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 174 
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dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas 
sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana 
dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban 
dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak 




Kehidupan bermasyarakat, setiap warga Negara Indonesia mempunyai 
hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dasar 
pembangunan nasional. Hak dan kewajiban yang sama tersebut tidak 
terkecuali pada masyarakat Indonesia yang mempunyai kondisi difabel atau 
penyandang disabilitas. 
Lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 
merupakan langkah awal adanya itikad baik (good will) dari Pemerintah 
untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. 
Selanjutnya Pemerintah wajib menyiapkan sarana, prasarana serta 
mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menyelenggarakan 
pelaksanaan dari implementasi Undang-Undang ini dengan tujuan 
memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi; sehingga 
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya menang diatas 
kertas tapi dilaksanakan sesuai dengan  tujuan dari Konvensi Penyandang 
Disabilitas yaitu memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan 
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kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas serta 
penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas.
69
  
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga  
hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang 
disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 
11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut hak-hak penyandang disabilitas 
atau kaum difabel: 
 
 
a. Hidup  
Hak hidup untuk kaum difabel meliputi hak: atas penghormatan 
integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan 
pengasuhan yang menjamin kelansungan hidupnya, bebas dari 
penelantaran, pemasungan, pengurungan dan pengucilan, bebas dari 
ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, 
perlakukan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan 
merendahkan martabat manusia.
70
   
b. Bebas dari Stigma 
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Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas 





Hak privasi untuk penyandang disabilitas yaitu diakui sebagai manusia 
pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta 
perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan 
umum, membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah, penghormatan rumah tangga dan keluarga, 
mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, 
dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-surat menyurat, dan 
bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi.  
d. Keadilan dan Perlindungan Hukum 
Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk kaum difabel atas 
perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, 
memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, 
mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili 
kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap 
pelayan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh penyediaan 
aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas perlindungan dari segala 
tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan 
atau  pengambilalihan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk 
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mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar 
pengadilan, dilindungi hak kekayaan intelektual.  
e. Pendidikan  
Hak pendidikan untuk kaum difabel mendapatkan  pendidikan yang 
bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang 
pendidikan secara inklusif dan khusus, mempunyai kesamaan 
kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada 
satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, 
mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.   Pendidikan 
adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi 
mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan 
hidup secara efektif dan efisien. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan 
lebih sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu 




f. Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi  
Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk kaum difabel 
memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi, memperoleh upah 
yang sama dengan tenaga kerja yang bukan kaum difabel dalam  jenis 
pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, memperoleh akomodasi yang 
layak dalam pekerjaan, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, 
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mendapatkan program kembali bekerja, penempatan kerja yang adil, 
proporsional, dan bermartabat, memperoleh kesempatan dalam 
mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di 
dalamnya memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, 
pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.
73
   
g. Kesehatan 
Hak kesehatan untuk kaum difabel memperoleh informasi  dan 
komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan, 
memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang 
kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan 
yang aman, bermutu, dan terjangkau, memperoleh kesamaan dan 
kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri 
pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, memperoleh alat 
bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya, memperoleh obat yang 
bermutu dengan efek samping yang rendah, memperoleh pelindungan 
dari upaya percobaan medis, memperoleh pelindungan dalam penelitian 





Hak politik untuk kaum difabel memilih dan dipilih dalam jabatan  
publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih 
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partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan 
umum, membentuk menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi 
masyarakat dan/atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam 
organisasi kaum difabel dan untuk mewakili kaum difabel pada tingkat 
lokal, nasional, dan internasional, berperan serta secara aktif dalam 
sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian 
penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan 
prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, 
bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan 
memperoleh pendidikan politik.
75




Hak keagamaan untuk kaum difabel memeluk agama dan  kepercayaan 
masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya 
memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan, 
mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah 
diakses berdasarkan kebutuhannya, mendapatkan pelayanan sesuai 
dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan 
kepercayaannya; dan berperan aktif dalam organisasi keagamaan.
76
   
j. Keolahragaan 
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Hak keolahragaan untuk kaum difabel melakukan  melakukan kegiatan 
keolahragaan, mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan 
keolahragaan, memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan, 
memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses, 
memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga, memperoleh 
pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan 
dalam keolahragaan, menjadi pelaku keolahragaan, mengembangkan 
industri keolahragaan; dan meningkatkan prestasi dan mengikuti 
kejuaraan di semua tingkatan.
77
  
k. Kebudayaan dan Pariwisata 
Hak kebudayaan dan pariwisata untuk kaum difabel memperoleh 
kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam 
kegiatan seni dan budaya, memperoleh kesamaan kesempatan untuk 
melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja 
pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata dan 
mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi 
yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.
78
   
l. Kesejahteraan Sosial 
Hak kesejahteraan sosial untuk kaum difabel rehabilitasi sosial, jaminan 
sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
79
  
                                                             
77
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas, Pasal 15. 
78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas, Pasal 16. 
79
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas, Pasal 17. 
48 
 
m.  Aksesibilitas 
Hak Aksesibilitas untuk kaum difabel mendapatkan  aksesibilitas untuk 
memanfaatkan fasilitas publik, dan mendapatkan akomodasi yang layak 
sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.   
n. Pelayanan Publik  
Hak Pelayanan Publik untuk kaum difabel memperoleh  akomodasi yang 
layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa 
Diskriminasi, dan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas 
yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
80
 
o. Pelindungan dari Bencana 
Hak Pelindungan dari bencana untuk kaum difabel mendapatkan 
informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, mendapatkan 
pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana, mendapatkan prioritas 
dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana, 
mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang 
mudah diakses, dan mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang 
mudah diakses di lokasi pengungsian.
81
   
p. Habilitasi dan Rehabilitasi 
Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk kaum difabel mendapatkan habilitasi 
dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan, 
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bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti, dan mendapatkan 
habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.
82
   
q. Hak Kewarganegaraan 
Hak kewarganegaraan untuk kaum difabel berpindah,  mempertahankan, 
atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, memperoleh/memiliki dan menggunakan dokumen 
kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-




r. Pendataan  
Hak pendataan untuk kaum difabel didata sebagai penduduk  dengan 
disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, 




s. Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat 
Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk  kaum 
difabel, mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan 
untuk mendapatkan akses, mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri 
di tengah masyarakat, mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk 
hidup secara mandiri, menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari 
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Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal 
dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti, mendapatkan 
akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di 
tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan mendapatkan 
akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan 
bermasyarakat.
85
   
t. Berekspresi 
Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk  kaum 
difabel memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat, mendapatkan 
informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses, dan 
menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi 
berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam 
interaksi resmi.
86
   
Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud di atas, perempuan 
dengan disabilitas memiliki hak:   
a. atas kesehatan reproduksi;  
b.  menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; 
c. mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan 
d. diskriminasi berlapis; dan 
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e. untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan,  termasuk 
kekerasan dan eksploitasi seksual.  
Selain itu anak penyandang disabilitas juga memiliki hak antara lain: 
a. mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran,  
pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; 
b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga  
pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; 
c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; 
d. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial 
dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial. 
perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial 
dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.  
e. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;  
f. Pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain 




Dengan hadirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas,  tidak  ada 
lagi alasan pemerintah untuk tidak melindungi hak-hak kaum difabel atau 
penyandang disabilitas, karena hak-hak mereka sudah mendarah daging 
dalam ruh aturan perundang-undangan yang legal formal pemberlakuannya di 
Indonesia.  
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C. Tinjauan Pustaka 
1. Penelitian skripsi pada tahun 2015 karya Muhammad „Ainul Yaqin dari 
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang berjudul “Peran 
Orang Tua Dalam Menanamkan Akhlak Pada Anak Tunagrahita Di Sekolah 
Luar Biasa (SLB) Negeri Semarang (Perspektif Bimbingan Islam) “. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua terlibat aktif dalam 
menanamkan akhlak pada anak tunarahita di Sekolah Luar Biasa (SLB) 
Negeri Semarang. Peran orang tua pada anak tunagrahita tersebut dapat 
diklasifikasikan sebagai: orang tua mempunyai peran sebagai motivator, 
pembimbing, pemberi arahan atau contoh yang baik, pengawas, serta 
pemberi fasilitas kebutuhan belajar anak. Peran orang tua dalam 
menanamkan akhlak pada anak tunagrahita di Sekolah Luar Biasa (SLB) 
Negeri Semarang perspektif bimbingan Islam mendapatkan respon positif 
dari anak tunagrahita. Hal ini terlihat dari anak tunagrahita mampu 
menerapkan ajaran atau bimbingan-  bimbingan Islam dari orang tuanya 
seperti halnya berlaku sopan santun pada orang tua, tidak berbicara kasar 
pada orang lain, mengucapkan salam ketika memasuki rumah, melakukan 
ibadah shalat dan membiasakan diri untuk menjaga kebersihan. Orang tua 
menanamkan akhlak dengan memberikan serta mempraktikkan langsung 
materi-materi akhlak pada anak tersebut. Hal ini bertujuan agar anak 




2. Penelitian skripsi pada tahun 2018 karya Verdian Heny Agustin dari Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang berjudul “Peran Orang Tua 
Dalam Mengembangkan Potensi Keagamaan Anak Berkebutuhan Khusus 
Di Padang  Kemiling Kota Bengkulu”. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: cara orang tua mengembangkan potensi keagamaan anak 
berkebutuhan khusus di Padang Kemiling Kota Bengkulu yang dilakukan 
dengan langkah-langkah berikut : (1) memberikan arahan dan bimbingan (2) 
menjadi role model atau contoh sehari-hari untuk anak (3) membantu anak 
saat mengalami kesulitan (4) memotivasi dan memberikan dukungan (5) 
menemani anak ketika sedang mengikuti perlombaan. Adapun usaha yang 
dilakukan anak dalam mengembangkan potensi keagamaan, antara lain : (1) 
shalat 5 waktu tidak pernah terlambat (2) rajin berangkat ke TPQ (3) rajin 
ke masjid untuk belajar mengaji (4) mengikuti latihan rabbana (5) melukis 
kaligrafi (6) setiap bulan puasa dan hari-hari besar selalu ikut perlombaan. 
3. Penelitian skripsi pada tahun 2016 karya Ditta Anggraini dari Universitas 
Jember, yang berjudul “Hubungan Pelaksanaaan Peran Keluarga Dengan 
Activity Daily Living (Adl) Pada Anak Tunagrahita Di SLB-C TPA 
Kabupaten Jember”. Hasil analisis perbandingan pelaksanaan peran 
keluarga dan pemenuhan activity daily living (adl) pada anak tunagrahita 
dengan p value 0,002. Hasil hitung koefisien determinasi didapatkan 0,114 
berarti 11,4% variable pelaksanaan peran keluarga memiliki sumbangan 




Dari  ketiga judul penelitian di atas tidak terdapat kesamaan dalam 
membahas permasalahan peran keluarga terhadap anak difabel yang dipandang 
melalui hukum Islam. Oleh sebab itu, penelitian yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel (Studi Kasus 
Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung), perlu untuk diteliti lebih dalam oleh 
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